
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-
1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan
Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Besaran Dana Alokasi Umum (DAU)
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten
Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020;
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 139);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 655);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

14. Peraturan Direktur Jendral Perimbangan dan
Keuangan Nomor Per-1/PK/2020 tentang Tata Cara
Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana
Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran
2020;

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun
2007 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang



Pasal3
Besaran Dana AlokasiUmum Tambahan Pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dan huruf b,

Pasal2
Besaran Dana Alokasi Umum Tarnbahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)adalah:
a. sebesar Rp.3.294.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus

Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) dibagi sarna besar
untuk 9 (sembilan) kelurahan dalarn wilayah Kecarnatan
Praya; dan

b. sebesar Rp.1.098.000.000,00 (Satu Miliar Sembilan Puluh
Delapan Juta Rupiah) dibagi sarna besar untuk 3 (tiga)
kelurahan dalarn wilayah Kecamatan Praya Tengah.

Pasal1

(l)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran Dana

Alokasi Umum (DAU)Tambahan Pendanaan Kelurahan di

Kecarnatan Praya dan Kecarnatan Praya Tengah Tahun

Anggaran 2020.

(2)Besaran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Larnpiran Peraturan Bupati ini.

PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAANKELURAHAN TAHUN ANGGARAN
2020;

TENTANGTENGAHLOMBOKBUPATIMenetapkan : PERATURAN
MEMUTUSKAN:

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun
2016 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor Tahun
2019 Nomor 4);

18. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 44);



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

H.NURSIAH

Diundangkan di Praya
Pada tanggal, 2020

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENLOMBOKTENGAH,

Ditetapkan di Praya
pad P~t>(,l:I,af~' 2020

UP?lM_..B,_.LooO
'1InK.~"'--

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal4

Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan

Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

ditetapkan berdasarkan formulasi yang diatur dalam peraturan

perundang- undangan yang berlaku.
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